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Soedjono  Dirjosisworo, Fungsi  Perundong-Undongan  Pidana  Dalam
Penangsulangan Korupsi Di Indonesia, Penerbit Sinar 8any, Bandung, 2001.
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W.).S. Poerwadanmmoin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta,
2008.

Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Korupsi di Indanesia, Alumni, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan:
Undaog-Uadang Nomor 8 Tabun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawsian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tabun 1999 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantesan Tindak Pidana Korupsi

{Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. loternet:
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PUTUSAN
No.: 02 /Pid. sus.K/2011/PN.Mdn.

"DEM! KEAD!ILAN SERDASARKAN KETUHANAN YANG - £9A"

Pengadllan TIindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeti Medan yzng
mengadilf perkarg pidana pada peradilan tingkat pertama. telah meﬁiatuhkan
putusdn sebagal berikut dalam perkxara Terdakwa |

Nama lengkap ORS. TAUFi.

Tempat fahir . Pematang Siantar.

UmurAgl.lahir . 49 Tahurv 13 Oklober 1961.

Jenis kelamin . Laki - ta%i

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal Ji. Batam Komplek Perum Pemda Kw. 8Bingei
Stabat

Agama - Islam.

Pekerfaan : PNS pada Pemkab Lengkat

Pendidlkan 1 S

Terthadap terdakwa ditakukan PENAHANAN sebagal berlkut:

1. Penylgik :
- Rutan sejak tanggal: 21 Desember 2010 sfd 09 Jahuaii 2019

2. Peipanjangan oleh Kejat Sumut .

~ Rutan sejak tanggat: 10 .Januaii 2011 s/d 18 Februasf 2011
3. Peipanjengan oleh Ketua PN Medant :

- Rutan sejak tanggal: 19 Februari 2011 s/d 20 Maret 201
4. Peipenjangan cleh K_etua PN Medan Il ;

- Rutan sejak tanggal: 21 Maret 2011 s/d 18 April 2011
S. Penuntut umum:

- Rutan sejak tanggal: 18 April 2011 &/d 07 Mel 2011
8. Perpanjangan oleh Ketua PN Stebat ;

- Rutan sejak tangQal: 08 Mei 2011 s/d 08 Junl 2011
7. Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeli Medan :

Rutan sejak tanggal: 23 Mei 2011 s/d 24 Juni 2011

UNIVERSITASMEDAN AREA Haamsa 1 Relgreae
Putvsan No. 1/PNMdz



8. Perpanjangan oleh Ketua PN Medan :
- Rutan’sejak tanggal: 25 Juni 2011 s/d 22 Agustus 2011.

9, Petpanjangan oleh Ketua PT Medan
- Rutan sefak ¥anggal : 23 Agustus 2011 s/d 21 September 2011 ;

Terdakwa di pemdangan didampingi Penasehat Hukumnya. BERLIN PUR%SH
dan AMEL!A SYAHRENI SH Advokat dari LAW OFFICE Berlin Puzba &Assodates
berkantor dan beralamat di jalan Nyiur Raya (/02 P. Smahnékar-Medan
.berdasaikan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2011 ,;

Pengadilan Negeri Teraebut ;
Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggat 25 Men 2011 Wo: 02f
Pid.Sus.K / 2011 / PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini ;

2. Penetpan Majelis Hakim Pengaditan Nege!i Medan tamjga] 26 Mei 2011
No: 02/ PId-Sus.K / 2011 / PN.Mdn tentang penetapan han S(dang =

3, Berkas peikara etas nama terdakwa Drs.H.TAUFIK besetta seluiuh
lampirannya ;

Telah tneiidengar keterangan saksi-saks| dan Teidakwa

Telah mefihat barang buktl yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar {unlutan pidana dari Penuntit Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara in'i memutuskag :

1, Menyatakan terdakwa Dra.H.TAUFIK tidak t.ébeKtl secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Koripsi sebagalrnana duatur
dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal fl8 _U_nqang-Undang
No.31 Tahun *1899- tentang Pemberantasan Tindak l;_ida‘na Kor{ngj
sebagaimana telah dimibah dengan Undang-Undang Nd.30 Tdhur 2001
tentang Peiubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahum 1999 tentang
Pembarantasan Tindak Pldana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1} ke-1 KUHP
dalam Surat Dakwaan Primalr. membebaskan terdakwé daii daﬁw‘aan
primair ;

: ) - Hrlaman 2 darf 96 hatnn
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9)1 (satu) lembar asi Tands penerimaan usng sebenyak
Rp.1.700.000.000.- dail Bupati Langkat kepada Richard Tamir tanpa
tanggal ;

| ]
10)1 (setu) bush Buku Neracaper 31 Desember 2007 AUDITED ;

11)Foto copy dilegalisir t (sat.) lembar rekening Koran Bendaharawan
Sekretarlet Daereh Kab.l angkat pengelueran dana Rp. 1:700.000.000,- ;

12)Asl 1 (satu) buah Oraf Rancangan Penjabaran P-APB%) TA 2007 disita
dari Drs. Tengku Nlifan Saharl Harumi ;

13)Aasll 1 (satu) bueh bukudraft UA P-APBD Kab.Laanaf: Tahun 2007 ;

14)Asli 1 (satu) bush.buku KUA P.APBD Kab.Langkst Tehun 2007 ;
15)Aslt 1 (satu) bush buku draf PPAS P APBD Kab.Langkat tahun 2007 ;
16)Asfl 1 (satu) buah buku PPAS P-APED Keb. Lengkat tahiin 2007 ;

17)Asli 1 {satu) set Laporan Keglatan DPRD Kab.Langkat Komisi i\ tanggal
4 Januarl 2007

18)Asll 1 (setu) lembar Berita Acara Seless! Pekerjaen, Pekerjaan .
Pematangan Lahan Kawasan Wisata Bukit Lawang tertanggal 08
Oktober 2002 benkut lampirannya berupa 1 (s8lu) set foto copy progress
report |

19)Asli 4 {empet) buah buku RisalahfCataten Pembahasan P-APBD Tahun
2007 DPRO Kab.Langkat ;
Dijadikan aebagal barang bukti dalam berkas perkara An.
Termangka RICHARD TAMIR TAN (Berkas terplash).

8. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biays perkaia sebesar Rp.
$.000 - ( Lima ribL rupish ) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembetaan terdekwe terdakwa yang
diucapkan/dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2011 yang pads
pokokrya sebagat berlkut :

- Bahwa pematangan tahan tdak bisa dipandang stau dstdan sebgaj
proyek dalam P.APBD tahun 2007, tetapi mecupakan kompensasl atau biaya
pengganti etas lahan yang telah dimatangkan CV.8urya Nusantara Indah

: Halermm 4 a7l 86 hetamen
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.
penduduk korban bar_‘.:lf bandang dari dana Bantuan’ ehcana Alam
Rp.50.000.000,000,- pada tahun 2004. Sehingga fidak bisa digunakan
Keppres 18 tahun 2000 tentang pedoman Pengadaan Barang dandJasa ;

- Bahwa pematangan lahan dimaksudkan untuk pembarigunsn Ruritall Kios
dengan pola KPR bagi pedagang Bukit Lawang saat prﬁses penyusunan
proposal dan kelengkapan dokumen, lahan ini dlgunakan oleh Pemkab

Langkal dan Dinas PU #&npa koordinasi sehingga rencana pembangunan
Rumah Klos balal ;

- Bahwa seandainya Pemeririah Kabupaten Langkat tidak menjadukan fahan
yang telah dimatangkan sebagai tempat relokasi tidak mungkm 8adan
Pengelola Bukit Lawang dan CV.Suiya Nusantara indah menuntut Pemda
alau mengusulkan pembayaran kepada Pemda Langkat ;

- Behwa pembayaran biaya pematangan lahan dikoordinasikan dé}xgaﬁ staf
keuangan dan Anggota TAPD dalam penetapan judul dan Kode Rekenlng
sesuai Pasal 1 Nomor 58 Permendagii No.13 Tahun 2006 'Utang Daerah
adalah Jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah yang dapat dinitai
dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-indangan, Perjanjian awsu
berdasarkan sebab laln yang sah ;

- Bahwa pembahasan draft KUA ada dibahas walau tidak lengkap Panilia
Anggaran DPRD dan TAPO . kadar pembahasan sangal tergantung
pengetahuan teknis, kepentingan, kehadiran dan jam pembahasan. tetapi
mekanisme tetap dilaksanakan akhirnya filter pembahasan adalah laperan
Ketua Penggar dalam Rapat Paripuma DPRD secara detail ;

- Bahwa proses pencairan blaya pematangan Iahan telap menglkisl
mekanisme Pelmendagd No.13 Tahun 2608 tentang duman Penge!o|aan
Keuangan Daerah dan Fungsl conlrol telap ada pada Bupab saat penerbltan
giro dan Sekretarls Daerah ¢&at penerbltan cek |

- Bahwa lerdakwa sebagal manusia biasa menyadaril a?é@ﬁﬁhafian den
kelemahan dalam menyusun judul pembiayaan yang $ehamanya befjudul
Pembayaran Biaya Penggantl Pematangan Lehan yarig &ﬂsﬂunnkm pihak
keliga yang digunakan pemeiintah Langkat untuk relokasl korban banijir;
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- Bahwa terdakwa tdak menlianati sepaserpon uang dari lt:é'ghwn tersebut
yang telah cukwp lama beljuang selama S tehun baru dlangga(kan dan
= dibayar ;

- Bahwa dalam mekanlsme pengelclaan keuangan daerah,; sampal audit 8PK
tidak ditemukan messlah, dana dibayarkan kepada p119k yang betliak
menerima melalul mekanlsme peraturan :

#500 Y L
- Bahwa dengan segala kerendahan hati den memohon!_;gar Terdakwa
dibebaskan daii dakwaan den tuntutan Jaksa Penuntut Utvﬁ?r'rn 3

Menimbang, bdahwa selain itu Penasehat Hukum Terﬂakwa dalam
pembelaannya yatig dibacahkan didepan persdangan pada !anggal 25 Agustus
2011, pada pakolurys memohon agar Majelis Hakim yang memefitsaadaﬁ mengadifi
petiara Inl memutuskan :

- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum datam ﬁﬁ'ﬁﬁéﬁ‘: Pr'mer
maupun dalam Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah] c:llan meyaklni(an
oleh karena itu agar Mgjelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala
Dakwaan tersebut ,

- Menyatakan bahwa perbuatan Teidakwa meskipun terbukti tetapi bukan
meiupakan perbuatan kejahatan atau pelasnggaran oleh karena itu agar
Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perimra inf melepas Terdakwa daxi
segala tuntutan hukum ( onslag van recit vervoolging ) ;

- Memulihken kehormatan dan martabat Terdakwa ;
- Membebankan biaya perkara kepadda Negais ; =

Telah mendengar Replik Penuntut Umum pada hari Selasa tertanggal 8
Septembar 2011, serta Dupilk.Terdakwa/penasihat hukum terdakwa pada tanggal &
September 2014, yang pokoknya masing-masing tetep pada pendiriannya

semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa teiah diajukan ke persidangan dengan surat
dakwaan tangga! 20 Mei 2014, Nomor : PDS8-D4/STABT/04/2011 dan telah
dibacakan dipersidangan pada wanggal G1 Juni 2011. dengan dakwaan sebagai
berikut :

Malaoan & dert 96 halamaa
UNIVERSITASMEDAN AREA Putusad No, 02/Pd, Su K201 1/PN.vidn,





